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TARMIZI, S.H., M.Hum
	Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai â€œSetiap orang yang
meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar
rupiah)â€•. Namun di Kecamatan Kaway XVI, telah terjadi pengoplosan minyak tanah yang mengakibatkan jatuhnya korban. Oleh
karena itu peran Polisi sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir tindak pidana pengoplosan
minyak tanah.
	Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana minyak tanah
oplosan, dan hambatan polisi dalam menanggulangi minyak tanah oplosan di Kecamatan Kaway XVI.
	Data dalam penelitian skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan
data skunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan artikel serta tulisan ilmiah, sedangkan penelitian
lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.
	Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Kaway XVI adalah upaya preemtif yaitu
melalui penugasan Babinkantibmas dan keberadaan Babinkamtibmas ketika kejadian, upaya preventif yaitu dengan bersosialisasi
dengan masyarakat, bekerja sama dengan instansi terkait, serta pemasangan iklan atau berupa himbauan, dan upaya represif yaitu
dengan melakukan razia, memasukkan para pelaku ke dalam Daftar Pencarian Orang,serta bekerja sama dengan masyarakat dalam
menanggulangi pengoplosan minyak tanah. Hambatan-hambatan Polisi dalam upaya pencegahan yaitu terbatasnya anggaran, tidak
adanya alat untuk meneliti isi dari kandungan minyak tanah oplosan, kurangnya sarana dan prasarana, dan hambatan dari upaya
penanggulangan yaitu tidak ada alternatif  pengganti minyak tanah oplosan, kurangnya informasi mengenai pelaku pengoplosan
minyak tanah, kurangnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
	Disarankan kepada Polisi demi terjalannya program-program kerja dilapangan agar menggelar penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat secara rutin, dan membenahi manejemen keuangannya supaya program kerja yang dilakukan oleh Babinkantibmas
berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kepada Kepolisian dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas individu Polisi dan mutu
kerja untuk melayani masyarakat.
